BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang
telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai

Kedudukan Konstitusional dalam Penggunaan Teknologi

Pengenal Wajah (Face Recognition Technology) untuk

Pengawasan Publik dalam Perspektif Siyasah, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan Teknologi Pengenal Wajah (Face
Recognition Technology/FRT) dalam pengawasan
publik merupakan bentuk pembatasan terhadap hak
privasi individu yang dijamin dalam Pasal 28G ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Secara konstitusional, penggunaan FRT
dapat dibenarkan sepanjang memenuhi prinsip
legalitas, memiliki tujuan yang sah, bersifat perlu, dan
dilaksanakan secara proporsional  sebagaimana

ketentuan Pasal 28] ayat (2) UUD 1945. Namun,
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belum adanya regulasi khusus yang mengatur
penggunaan FRT dalam pengawasan publik
menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi
melanggar hak privasi warga negara.

2. Penerapan FRT di Indonesia menghadapi berbagai
tantangan, antara lain kekosongan regulasi khusus,
potensi pelanggaran hak privasi dan data pribadi,
kurangnya transparansi dan akuntabilitas, risiko bias
algoritma, serta potensi penyalahgunaan kewenangan.
Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, penggunaan
FRT hanya dapat dibenarkan apabila berorientasi pada
kemaslahatan umum, dilaksanakan secara adil, dan
disertai mekanisme pengawasan yang jelas. Oleh
karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang
komprehensif agar penggunaan FRT sejalan dengan
prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Saran
1. Pemerintah  dan  pembentuk  undang-undang

disarankan untuk segera menyusun regulasi khusus
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yang mengatur penggunaan Teknologi Pengenal
Wajah (Face Recognition Technology) dalam
pengawasan publik guna menjamin kepastian hukum
dan perlindungan hak privasi warga negara.

. Aparat dan lembaga pengguna FRT hendaknya
menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan
akuntabilitas dalam penggunaan teknologi tersebut
agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan
penyalahgunaan kewenangan.

Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran dan
partisipasi dalam mengawasi kebijakan penggunaan
teknologi pengawasan, Khususnya terkait
perlindungan data pribadi.

. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji
penggunaan FRT dari perspektif lain atau melalui
pendekatan empiris guna melengkapi kajian hukum

yang telah ada.
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